
BUPATI ACEH SELATAN
PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR Ll TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020

tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020 maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 44 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
155);

15. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Aceh



Selatan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Aceh

Selatan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan

Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 8 Tahun

2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Aceh Selatan Tahun 2008 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 44

Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 ( Berita Kabupaten
Aceh Selatan Tahun 2019 Nomor 44) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 14 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor
44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Kabupaten Aceh
Selatan Tahun 2020 Nomor 14) diubah, sebagai berikut

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

1. PENDAPATAN
a. Semula Rp.1.475.310.647.455,00
b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. (149.534.703.780.00)

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.325.775.943.675,00

BELANJA
a. Semula Rp.1.514.629.679.724,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (148.534.703.780.001

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.366.094.975.944,00

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (40.319.032.269,00)

3. PEMBIAYAAN
Penerimaan
a. Semula
b. Bertambah/ (Berkurang)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan

Rp. 41.619.032.269,00
Rp._0.00
Rp. 41.619.032.269,00



Pengeluaran
a. Semula Rp- 2.300.000.000,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. 1.300.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan
Rp. 40.319.032.269.00

Sisa Lebih PembiayaanAnggaran

Tahun Berkenaan (SiLPA) Rp. 0,00

2. Ketentuan Ringkasan Penjabaran dan Rincian Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2020 dalam

lampiran I dan lampiran II diubah dengan perubahannya
sebagaimana tercantum dalam lampiran Idan ampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikiut :

Pasal 5

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Keija
Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Juli 2020 M

23 Dzulqaidah 1441H

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 14 Juli 2020 M

23 Dzulqaidah 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATENACEH SELATAN

BUPATI A<

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ZZ-


